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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   493   TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN 

KALURAHAN KALURAHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BATURETNO, 

KALURAHAN JAGALAN, KALURAHAN JAMBIDAN, KALURAHAN 

POTORONO, KALURAHAN SINGOSAREN, KALURAHAN TAMANAN, 

DAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN 

KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan 

Permusyawaratan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di 

Kalurahan Banguntapan, Kalurahan Baturetno, Kalurahan 

Jagalan, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Potorono, 

Kalurahan Singosaren, Kalurahan Tamanan, dan Kalurahan 

Wirokerten Kapanewon Banguntapan secara demokratis 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Badan Permusyawaratan Kalurahan, peresmian 

pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan 

Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Banguntapan, 

Kalurahan Baturetno, Kalurahan Jagalan, Kalurahan 

Jambidan, Kalurahan Potorono, Kalurahan Singosaren, 

Kalurahan Tamanan, dan Kalurahan Wirokerten Kapanewon 

Banguntapan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 

13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131); 

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 

Nomor 20); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN 

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN 

KALURAHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN BATURETNO, 

KALURAHAN JAGALAN, KALURAHAN JAMBIDAN, 

KALURAHAN POTORONO, KALURAHAN SINGOSAREN, 

KALURAHAN TAMANAN, DAN KALURAHAN WIROKERTEN 

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 

TAHUN 2024-2030. 

KESATU  Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan 

Kalurahan Kalurahan Banguntapan, Kalurahan Baturetno, 

Kalurahan Jagalan, Kalurahan Jambidan, Kalurahan 

Potorono, Kalurahan Singosaren, Kalurahan Tamanan, dan 

Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten 

Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA  Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 

(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan 

janji. 
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KETIGA  Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 

2024. 

 

Ditetapkan di Bantul 

Pada tanggal 4 Desember 2023 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  

cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; 

5. Panewu Banguntapan; 

6. Lurah Banguntapan;  

7. Lurah Baturetno; 

8. Lurah Jagalan; 

9. Lurah Jambidan; 

10. Lurah Potorono; 

11. Lurah Singosaren; 

12. Lurah Tamanan; 

13. Lurah Wirokerten; dan 

14. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   493   TAHUN 2023 

TENTANG  

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN 

KALURAHAN BANGUNTAPAN, KALURAHAN 

BATURETNO, KALURAHAN JAGALAN, 

KALURAHAN JAMBIDAN, KALURAHAN 

POTORONO, KALURAHAN SINGOSAREN, 

KALURAHAN TAMANAN, DAN KALURAHAN 

WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN 

KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-

2030. 

 
DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN 

BANGUNTAPAN, KALURAHAN BATURETNO, KALURAHAN JAGALAN, 

KALURAHAN JAMBIDAN, KALURAHAN POTORONO, KALURAHAN SINGOSAREN, 

KALURAHAN TAMANAN, DAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON 

BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 

 
A. KALURAHAN BANGUNTAPAN 

NO NAMA  

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

1.  Esti Rusfitaningsih 

Bantul, 28 Juni 1978 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

2.  Lutfi Fauzi 

Bantul, 28 Mei 1977 

Laki-laki Wilayah I (Tegaltandan) 

3.  Sarnen Wibowo 

Gunungkidul, 04 September 1967 

Laki-laki Wilayah II (Jaranan dan 

Jomblangan) 

4.  Irvan Agus Prasetya 

Bantul, 15 Agustus 1994 

Laki-laki Wilayah III (Wonocatur) 

5.  Heri Agus Riyanto 

Yogyakarta, 16 April 1979 

Laki-laki Wilayah IV (Karangjambe) 

6.  Drs. Handoyo Lukito 

Magelang, 15 Agustus 1967 

Laki-Laki Wilayah V (Karangbendo) 

7.  Marhandayani 

Bantul, 31 Juli 1970 

 

Perempuan Wilayah VI (Sorowajan) 
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8.  Drs. Pramujaya Hadi Prianto, M.Si. 

Yogyakarta, 19 Mei 1961 

Laki-laki Wilayah VII (Plumbon) 

9.  Wiyadi 

Bantul, 01 September 1967 

Laki-laki Wilayah VIII 

(Palemwulung, 

Pringgolayan, dan 

Modalan) 

 

B. KALURAHAN BATURETNO 

NO NAMA 

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

1.  Ismi Lestari, S.Ag. 

Bantul, 28 Mei 1973 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

2.  Hartono 

Gunungkidul, 10 Agustus 1961 

Laki-laki Wilayah I (Pelem) 

3.  Dr. Jumarudin 

Bantul, 05 Maret 1967 

Laki-laki Wilayah II (Mantup) 

4.  Mukijem, S.Sos. 

Gunungkidul, 15 November 1963 

Perempuan Wilayah III (Kalangan) 

5.  Suhardi, S.Pd. 

Bantul, 11 Oktober 1965 

Laki-laki Wilayah IV (Wiyoro) 

6.  Djuwandi, B.A. 

Bantul, 30 Desember 1953 

Laki-laki Wilayah V (Manggisan) 

7.  Weiry Damayanti, S.E. 

Surakarta, 25 April 1982 

Perempuan Wilayah VI (Ngipik) 

8.  Bagas Sanyoto, S.Pd. 

Bantul, 03 Mei 1998 

Laki-laki Wilayah VII (Plakaran) 

9.  Riyanto, M.S.I. 

Bantul, 12 Februari 1978 

Laki-laki Wilayah VIII  (Gilang) 

 

C. KALURAHAN JAGALAN 

NO NAMA 

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

1.  Rini Suprapti 

Bantul, 21 September 1972 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

2.  Subandriyo, S.E. 

Yogyakarta, 04 Juli 1964 

 

Laki-laki Wilayah I (Sayangan RT. 1 

s.d. RT. 7) 
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3.  Andri Triyanto 

Yogyakarta, 21 Maret 2000 

Laki-laki Wilayah II (Sayangan RT. 8 

s.d. RT. 14) 

4.  Eko Putu Widiarto 

Bantul, 06 Juli 1977 

Laki-laki Wilayah III (Bodon RT. 1 

s.d. RT. 6) 

5.  Muchammad Adi Prasetyo 

Sleman, 10 Desember 1996 

Laki-laki Wilayah IV (Bodon RT. 7 

s.d. RT. 11) 

 

D. KALURAHAN JAMBIDAN 

NO NAMA 

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

1.  Danti Andriani, S.Pd. 

Bantul, 17 Maret 1994 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

 2. Dedy Tri Prasetyo, A.Md. 

Klaten, 27 April 1989 

Laki-laki Wilayah I (Ponegaran) 

 3. Muhammad Hendra Adhitama, 

S.I.Kom. 

Bantul, 17 Oktober 1995 

Laki-laki Wilayah II (Bintaran) 

 4. Eri Sapto Nugroho, S.E. 

Bantul, 21 September 1982 

Laki-laki Wilayah III (Joho) 

 5. Widodo, S.H.I., M.H. 

Bantul, 06 Juni 1977 

Laki-laki Wilayah IV (Dhuku) 

 6. Aris Suprihatin 

Bantul, 04 Desember 1989 

Laki-laki Wilayah V (Kretek) 

 7. Nugrah Tri Hatmoko, S.Pd. 

Bantul, 04 maret 1992 

Laki-laki Wilayah VI (Pamotan dan 

Combongan) 

 

E. KALURAHAN POTORONO 

NO NAMA 

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

 1. Syntha Ariningsih, S.H. 

Boyolali, 21 Januari 1985 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

 2. Marsudiyono, S.E. 

Bantul, 23 November 1966 

Laki-laki Wilayah I (Potorono) 

 3. Misbachul Munir, S.Hum. 

Bantul, 12 Juni 1984 

Laki-laki Wilayah II (Salakan) 

 4. Pipin Kurniati, S.Pd. 

Klaten, 19 Desember 1969 

Perempuan Wilayah III (Prangwedanan) 
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 5. Atrika Septiana Sudaryanti 

Semarang, 12 September 1988 

Perempuan Wilayah IV 

(Condrowangsan) 

 6. Ipang Salman Paridzi 

Ciamis, 24 September 1984 

Laki-laki Wilayah V (Nglaren) 

 7. Heri Harmanto 

Bantul, 01 Juni 1969 

Laki-laki Wilayah VI (Mertosanan 

Wetan) 

 8. Yulianto 

Bantul, 01 Desember 1973 

Laki-laki Wilayah VII (Balong Lor) 

 9. Sri Palupi 

Bantul, 12 Desember 1975 

Perempuan Wilayah VIII (Banjardadap 

dan Mertosanan Kulon) 

 

F. KALURAHAN SINGOSAREN 

NO NAMA 

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

 1. Istiyar 

Bantul, 27 Februari 1985 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

 2. Zongky Bagus Kiswara 

Bantul, 12 Juli 1996 

Laki-laki Wilayah I (Singosaren I) 

 3. Aswan Riyadiyanto 

Bantul, 12 Agustus 1980 

Laki-laki Wilayah II (Singosaren II) 

 4. Muhammad Yusuf Rifai 

Bantul, 27 Juli 1988 

Laki-laki Wilayah III ( Singosaren III) 

 5. Indra Himawan 

Bantul, 30 Maret 1988 

Laki-laki Wilayah III ( Singosaren III) 

 

G. KALURAHAN TAMANAN 

NO NAMA 

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

 1. Fathul Jannah 

Banjarmasin, 27 September 

1971 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

 2. Kuswanto 

Bantul, 03 Mei 1974 

Laki-laki Wilayah I (Kragilan) 

 3. Karsono 

Bantul, 31 Desember 1970 

Laki-laki Wilayah II (Tamanan) 

 4. Purwandi, S.T. 

Bantul, 15 Mei 1975 

 

Laki-laki Wilayah III (Sokowaten) 
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 5. Bambang Nudiansyah 

Bantul, 30 September 1988 

Laki-laki Wilayah IV (Krobokan dan 

Kauman) 

 6. Asmarani Rositasari 

Bantul, 04 Juli 1986 

Perempuan Wilayah V (Nglebeng) 

 7. Suko Purwanto, S.E. 

Bantul, 11 Maret 1973 

Laki-laki Wilayah VI (Grojogan) 

 8. Ponimin 

Bantul, 15 September 1971 

Laki-laki Wilayah VII (Glagah Lor) 

 9. Sudaryono, S.Sos. 

Bantul, 14 April 1954 

Laki-laki Wilayah VIII (Glagah Kidul) 

 

H. KALURAHAN WIROKERTEN 

NO NAMA 

TANGGAL LAHIR 

JENIS 

KELAMIN 

WILAYAH PEMILIHAN 

 1. Septi Widyaningsih, S.Pd. 

Bantul, 15 September 1966 

Perempuan Keterwakilan Perempuan 

 2. Syakif Syafi’i 

Bantul, 20 Agustus 2001 

Laki-laki Wilayah I (Grojogan) 

 3. Setiyawan 

Gunungkidul, 02 Juni 1983 

Laki-laki Wilayah II (Botokenceng) 

 4. Marjuni 

Bantul, 05 Mei 1975 

Laki-laki Wilayah III (Sampangan)  

 5. Jumadi 

Bantul, 02 agustus 1972 

Laki-laki Wilayah IV (Wirokerten)  

 6. Dwi Nurhidayati, S.IP. 

Sleman, 28 November 1982 

Perempuan Wilayah V (Kepuh Wetan) 

 7. Sukadi 

Bantul, 18 Februari 1967 

Laki-laki Wilayah VI (Kepuh Kulon) 

 8. Anung Pradhata 

Bantul, 29 November 1968 

Laki-laki Wilayah VII (Glondong) 

 9. Hasim Muklis 

Kebumen, 18 September 1982 

Laki-laki Wilayah VIII (Mutihan) 

 

BUPATI BANTUL, 

 

 ttd 

  ABDUL HALIM MUSLIH 


